


Analisisa Laporan 
Keuangan

Tujuan utama dilakukannya analisis pada laporan keuangan 

adalah mencari dasar pengambilan keputusan strategis serta 

dasar informasi perihal nilai bisnis. Namun, ada beberapa tujuan 

yang lebih penting mengapa analisis ini penting, di antaranya 

adalah bahan acuan pemerintah dalam menetapkan 

nilai pajak yang harus dibayar perusahaan.



JENIS LAPORAN RUGI LABA BERDASARKAN 

KEGIATAN USAHA



Analisisa Laporan 
Keuangan



Analisis Vertikal



Analisis Vertikal



Analisis Horizontal



Analisis Horizontal



Analisis Common Size
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Analisa Pelaporan PPh Badan

1. Kewajiban pelaporan SPT tahunan badan terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 
KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

2. Pasal 3 ayat (3) huruf c UU KUP jo. UU HPP menghatur batas waktu penyampaian 
SPT badan. “Batas waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak."

3. Lebih lanjut lagi, Pasal 7 mengatur sanksi tidak melaporkan SPT tahunan badan. 
“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu 
juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
badan.”

4. Pelaporan SPT tahunan badan bisa dilakukan secara online di laman 
djponline.pajak.go.id melalui menu e-form. SPT tahunan badan tahun pajak 2024 
juga masih dilakukan di DJP Online, tidak melalui Coretax DJP.  Coretax DJP baru 
digunakan untuk administrasi masa/tahun pajak 2025. 



Laporan Keuangan

EFIN

Email dan Nomor 
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Dokumen Identitas Wajib 
Pajak

Adobe Acrobat Sudah 
Terinstall

Dokumen lainnya yang 
berkaitan dengan penghasilan 
badan selama setahun

Apa Yang Perlu Disiapkan?
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Koreksi Fiskal

Dalam penghitungan PPh, Wajib Pajak perlu 

melakukan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan 

dan biaya yang diakuinya. Hal ini disebabkan karena 
adanya perbedaan antara akuntansi komersial 

dengan UU PPh.
Secara umum biaya komersial menurut ketentuan 

PPh dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari 
penghasilan bruto (Pasal 6 UU PPh) dan biaya-biaya 
yang tidak diperkenankan dikurangkan (Pasal 9 UU 

PPh) dari penghasilan bruto.



Hutang Pajak

Biaya

Pajak Terutang

Objek Pajak

Standar Akuntansi Ketentuan Pajak

Laporan Keuangan Laporan Pajak

SAMA /  
TIDAK?

Background



Proses untuk menyesuaikan ketentuan SAK dengan 
ketentuan perpajakan disebut juga koreksi fiskal

 Positif
 Penyesuaian fiskal positif akan mengakibatkan 

jumlah penghasilan menjadi lebih besar 
sehingga menaikkan pajak terutang,

 Negatif
 Penyesuaian fiskal negatif mengakibatkan 

jumlah penghasilan menjadi lebih kecil 
sehingga menurunkan pajak terutang. 

Rekonsiliasi Fiskal

+

_



Pos-pos yang perlu direkonsiliasi :

▪ Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang telah 
dikenakan PPh final (Pasal 4 ayat 2)

▪ Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang bukan 
merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
▪ Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang 

sebenarnya tidak boleh menjadi pengurang 
penghasilan bruto (Non Deductible Expense) sesuai 

Pasal 9 UU PPh
▪ Wajib Pajak menggunakan metode perhitungan 

yang berbeda dengan perundang-undangan 
perpajakan

▪ Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang 
dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan 

pendapatan yang telah dikenakan PPh Final 
ataupun pendapatan yang bukan merupakan 

objek pajak dengan pendapatan yang merupakan 
objek pajak



Rekonsiliasi Fiskal Pendapatan

Pendapatan

Objek Pajak BUKAN OBJEK PAJAK
(Ps.4 ayat (3))

Objek Pajak Non 
Final 

(Ps.  Ayat (1))

Objek Pajak 
Final

Koreksi 
negatif

Koreksi 
Negatif



Rekonsiliasi Fiskal Beban

Beban

(cost/expense)

Dapat Dikurangkan
Tidak dapat dikurangkan

Ps.9 (1)

Sesuai 
UU

Tidak Sesuai UU

over under

Koreksi 
positif

Koreksi 
negatif

Koreksi 
positif



Biaya 
Entertainment
yang DAPAT 
DIKURANGKAN dari 
Penghasilan Bruto

Biaya entertainment sepanjang berhubungan dengan kegiatan 3M 
(Menagih, Memelihara, Mendapatkan Penghasilan) pada dasarnya 
merupakan biaya yang dapat dibebankan secara fiskal. (Dasar hukum 
UU PPh dan SE-27/PJ.22/1986)

Syarat format yang harus dipenuhi adalah biaya entertainment, 
representasi, jamuan dan sejenisnya harus dapat dibuktikan bahwa 
biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan. Wajib Pajak juga 
harus membuat bukti pengeluaran tersebut dalam bentuk daftar 
nominatif biaya entertainment.

Jika tidak berhubungan dengan kegiatan 3M dan tidak terdapat 
daftar nominatif, biaya entertainment tidak dapat dibebankan harus 
dilakukan koreksi fiskal positif.



Biaya 
Entertainment
yang DAPAT 
DIKURANGKAN dari 
Penghasilan Bruto

Pembebanan biaya entertainment harus didukung dengan daftar 
nominatif yang dilampirkan pada SPT Tahunan. Merujuk SE-27 tahun 
1986, daftar nominatif tersebut dibuat dengan informasi berikut:



Biaya Promosi
yang DAPAT 
DIKURANGKAN 
dari Penghasilan 
Bruto

Besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari 

jumlah:

▪Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya

▪Biaya pameran produk

▪Biaya pengenalan produk baru; dan/atau

▪Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk

*Agar biaya promosi dapat dibiayakan Perusahaan 

wajib membuat daftar nominatif juga disebutkan dalam 

PMK-2/2010 Pasal 6 ayat (2)

Pengecualian 
▪Pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi

▪Biaya promosi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan 

merupakan objek pajak dan yang telah dikenai PPh Final



Biaya Promosi
yang DAPAT 
DIKURANGKAN 
dari Penghasilan 
Bruto



Perlakuan Pajak atas Natura / 
Kenikmatan

Pasal 4 ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d UU HPP 

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan…termasuk: 

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau 
jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, 
tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang 
pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura 
dan/atau kenikmatan”

Pasal 6 ayat (1) huruf n UU PPh s.t.d.t.d UU HPP 

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri 
dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan 
bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan, termasuk: 

… 

n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk 
natura dan/atau kenikmatan”



Pemberian Natura dan Kenikmatan 
yang Dikecualikan Dari Objek PPh
(PP No 55 Tahun 2022)

• makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan atau 
minuman bagi seluruh Pegawai;

• natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah 
tertentu;

• natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh 
pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; 

• natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau
dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, 
angga.ran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja desa; atau

• natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau
batasan tertentu.



Perlakuan Bunga Pinjaman Secara Fiskal

Bunga pinjaman adalah bunga yang menjadi beban 
sehubungan dengan pinjaman uang sepanjang 
pinjaman tersebut digunakan untuk usaha. 

Biaya bunga yang tidak dapat menjadi biaya (Non 
Deductible Expense) adalah:

• bunga pinjaman sehubungan dengan penghasilan 
yang telah dikenakan pajak bersifat final dan/atau 
penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (SE-
46/ 1995)

• bunga pinjaman yang harus dikapitalisasi atau 
merupakan unsur harga pokok



Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2015 (PMK-169/2015) tentang 
Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan 

Pajak Penghasilan. Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar 
empat dibanding satu (4:1)



Biaya 
SUMBANGAN
yang DAPAT 
DIKURANGKAN 
dari Penghasilan 
Bruto



Biaya PIUTANG 
TIDAK TERTAGIH 
DAPAT 
DIKURANGKAN 
dari Penghasilan 
Bruto



Biaya PIUTANG 
TIDAK TERTAGIH 
DAPAT 
DIKURANGKAN 
dari Penghasilan 
Bruto



Biaya PIUTANG 
TIDAK TERTAGIH 
DAPAT 
DIKURANGKAN 
dari Penghasilan 
Bruto



Perlakuan Biaya Telepon Seluler 
dan Kendaraan



Perlakuan Biaya Telepon Seluler 
dan Kendaraan



BIAYA SELISIH KURS



Contoh Format Rekonsiliasi Fiskal
AKUN LABA RUGI

KOMERSIAL
REKONSILIASI LABA RUGI 

FISKAL

KOREKSI POSITIF KOREKSI NEGATIF

Peradaran usaha (Non 
Final)

1.000.000.000 1.000.000.000

Biaya Usaha 
(Deductible Exp)

800.000.000 800.000.000

Biaya Piknik (Non 
Deductible Exp)

50.000.000 50.000.000 0

Laba Opersional 150.000.000 200.000.000

Ph. Bunga, jasa giro 
(Final)

10.000.000 10.000.000 0

Laba Bersih 160.000.000 200.000.000



Ekualisasi

Proses menyamakan/mengecek antara Biaya/Pendapatan 
(Objek Pajak) yang dicatat dalam laporan keuangan dengan 
Biaya/Pendapatan (Objek Pajak) yang dilaporkan dalam SPT 
yang disampaikan ke kantor pajak.

Fungsinya adalah untuk mengecek Kepatuhan Wajib Pajak 
dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak 
terutang.

Ekualisasi Objek Pajak biasa dilakukan oleh Auditor Eksternal 
khususnya Auditor Pajak. Namun Kegiatan ini perlu juga 
dipahami Wajib Pajak dan dilakukan agar dapat 
mempersiapkan jawaban ketika ada pertanyaan dari auditor 
baik ketika dilakukan pemeriksaan maupun ketika diterbitkan 
SP2DK.



Ekualisasi Biaya



Ekualisasi Biaya dan Objek PPh Potong Pungut 
(Potput)

❑ Biaya Pegawai 

❑ Biaya Sewa / Jasa 

❑ Biaya Sewa Tanah 

Bangungan / Kontruksi / dll 

VS

Akuntansi Pajak 

❑ DPP PPh 21 

❑ DPP PPh 23/26

❑ DPP PPh 4(2)



1. Ekualisasi PPh Pasal 21

Ekualisasi PPh Pasal 21 didasarkan pada pengakuan 
jumlah biaya gaji dan upah tenaga kerja pada laporan 
laba/rugi dan telah dilaporkan dalam formulir 1771-II 
SPT Tahunan PPh Badan. 



1. Ekualisasi PPh Pasal 21

Dalam melakukan ekualisasi PPh Pasal 21 

dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan 

antara lain: 

• Biaya bukan objek PPh Pasal 21 seperti JHT, 

natura/kenikmatan

• Perbedaan tahun pengakuan biaya dan 

pemotongan

• Keterlambatan pemotongan (berbeda tahun 

pembebanan/pembayaran dan pemotongan)

• Selisih kurs pencatatan pada pembukuan dan 

pemotongan PPh Pasal 21.



2. Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/26 & PPh 
Pasal 4 ayat 2 / PPh Pasal 15

Ekualisasi PPh Pasal 23/26 & PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Pasal 15 didasarkan pada pengakuan 
jumlah biaya pada laporan laba/rugi dan telah dilaporkan dalam formulir 1771-II dan Form 
1771-IV SPT Tahunan PPh Badan.



2. Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/26 & 
PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Pasal 15

Dalam melakukan ekualisasi PPh Pasal 23/26 & PPh Pasal 

4 ayat 2 / PPh Pasal 15 dimungkinkan terjadi selisih yang 

disebabkan antara lain: 

• Biaya jasa, sewa, bunga & royalty, dividen bukan objek 

PPh Pasal 23/26 & 4 Ayat (2) seperti pembelian 

material, pembayaran gaji pegawai outsourcing, 

ketentuan Tax Treaty

• Keterlambatan pemotongan (perbedaan tahun 

pemotongan) 

• Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & 

pemotongan PPh Pasal 23/26 & 4 Ayat (2).



3. Ekualisasi PPh Pasal 26 & PPN Jasa Luar Negeri

Ekualisasi PPh Pasal 26 & PPN Jasa Luar Negeri 
didasarkan pada perbandingan jumlah penghasilan 
wajib pajak luar negeri di SPT Induk PPh 21 dan Form 
1111 B1 SPT Masa PPN.



Dalam melakukan ekualisasi PPh Pasal 26 & PPN Jasa 

Luar Negeri dimungkinkan terjadi selisih yang 

disebabkan antara lain: 

• Objek PPN tetapi bukan objek PPh Pasal 26 

berdasarkan Tax Treaty : penyerahan jasa tidak 

melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT)

• Objek PPh Pasal 26 tetapi bukan objek PPN : 

bunga dan dividen.

• Selisih kurs pemotongan PPh dan penyetoran PPN

3. Ekualisasi PPh Pasal 26 & PPN Jasa Luar Negeri



Ekualisasi Penghasilan



Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN

Ekualisasi ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah penghasilan 
pada form 1771-I SPT Tahunan PPh Badan dan jumlah satu tahun objek 
PPN dalam SPT Masa PPN.



SELISIH???
Dalam melakukan ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN 
dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan antara lain:

Penghasilan pada PPh Badan bukan objek PPN

DPP PPN tidak termasuk penghasilan PPh Badan : 
• Penyerahan antar cabang, pusat-cabang 
• Pemakaian sendiri/pemberian cuma-Cuma
• Pengalihan/penjualan aktiva (Pasal 16D UU PPN) 
• Penyerahan jasa pengiriman paket

Beda waktu penerbitan Faktur Pajak & pengakuan Nota 
Retur/Nota Pembatalan

Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & penerbitan 
Faktur Pajak

Pembayaran uang muka



Contoh Ekualisasi Penghasilan





Diketahui jumlah penyerahan dalam SPT PPN tahun 2017 sebesar Rp 4.796.500.000. 
Saudara diminta untuk melakukan ekualisasi dengan jumlah peredaran usaha yang 
tercantum di SPT PPh Badan sejumlah Rp 4.412.500.000.  Berikut data-data yang terkait 
dengan ekualisasi:
• Penyerahan bulan Desember 2016 sebesar Rp 600.000.000, faktur pajak dan 

penyerahannya  dilaporkan dalam SPT PPN bulan Januari 2017;
• Dalam bulan November 2017, PT ABC menerima uang muka sebesar  10% atau 

sebesar Rp 70.000.000 atas penjualan barang dagangan sebesar Rp 700.000.000 
yang penyerahannya baru dilakukan di bulan Maret 2018;

• Dalam bulan Februari 2017 terdapat pemakaian barang dagangan untuk keperluan 
pribadi sebesar Rp 15.000.000;

• Terdapat penjualan barang dagangan sebesar Rp 300.000.000 di bulan Desember 
2017 yang faktur pajak dan penyerahannya dilaporkan dalam SPT PPN bulan Januari 
2018;

• Penjualan ekspor pada tanggal 7 April 2017 sebesar USD 5.000 dengan kurs KMK 
sebesar Rp 10.000, dan Kurs Jual (realisasi) Rp 10.500;

• Penjualan ekspor pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar USD 6.000 dengan kurs KMK 
sebesar 10.250, dan Kurs Jual (realisasi) Rp 10.000.







• Dirjen Pajak berhak menerbitkan SP2DK selama belum melampaui
daluwarsa penetapan pajak yang paling lama 5 (lima) tahun setelah

saat terutang pajaknya, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun 
pajak, atau tahun pajak. Dari arti kepanjangan SP2DK, maka Wajib Pajak 

akan dimintai penjelasan terkait data atau keterangan.

• Data yang dimaksud disini adalah kumpulan informasi yang diperoleh 
pihak Dirjen Pajak bisa berupa SPT, rekaman data dari sistem informasi 

kantor pajak, berbagai keterangan yang bersumber dari hasil survei 
lapangan, serta data pendukung lainnya.







Tanggapan dapat berupa:

1.Mengakui adanya kekeliruan dan akan  

melakukan pembayaran atau pembetulan SPT

2.Memberikan penjelasan data sebagai  

bantahan atas poin yang ada dalam SP2DK

3.Melakukan pertemuan dengan AR untuk  

meminta penjelasan tambahan selain data  

yang telah disebutkan dalam SP2DK

Tanggapan disampaikan dalam jangka waktu 14  

hari kerja setelah SP2DK diterima. Jika WP tidak  

memberikan tanggapan, DJP berhak melanjutkan  

dengan tindakan Pemeriksaan.



Poin Utama dalam Menyusun Tanggapan

• Pelajari dengan mendalam poin pertanyaan 
dalam SP2DK,  pastikan sudah memperoleh 
bayangan atas hal yang  diperbandingkan

• Cek riwayat kewajiban perpajakan yang telah
dipenuhi

• Cek Laporan Keuangan dalam poin terkait
• Cek kebijakan perusahaan dalam memberikan 

kebijakan atas  poin transaksi terkait
• Cek dokumen sumber atas poin transaksi terkait
• Susun respon jawaban



Contoh Poin Pengawasan dalam PPhMasa

Objek PPh Ps 21/26
•Biaya gaji upah
•Pemasaran – selesman/girl
•Asuransi
•Antar waktu
•Penambahan aktiva
•Bongkar muat
•Outsourching
•Bonus, pemberian Cuma-
Cuma
•Time test - CoD

Objek PPh 22,23/26/Final
•Matching dengan Pajak
Masukan
•Selisih material/bukan
•Pembelian
•Biaya
•PBK/STP



Contoh Poin Pengawasan dalam PPN

•Penghasilan lain
•Antar waktu
•Pemakaian sendiri
•Pemberian Cuma-Cuma
•Uang muka
•Penjualan aktiva



Contoh Kasus1:



Contoh Kasus 2:  

Penyalahgunaan Fasilitas PPN Tidak Dipungut pada Tempat Penimbunan Berikat 

(Faktur Pajak Kode FP 07 lebih besar dari Data BC 4.0)



15

Jawaban
Sesuai dengan:

a. Pasal 19 ayat 1 PP No.1 Tahun 2012 disebutkan bahwa Faktur Pajak wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat 

penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat 

(3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).

b. Pasal 4A ayat 2 bagian a UU PPN No 42 tahun 2009 disebutkan Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai barang 

tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari 

sumbernya; d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), 

garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, 

pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, 

basal, dan trakkit; 

Contoh Kasus 2:  

Pembelian WP Badan vs PPN



15

Contoh Kasus 2:  

Pembelian WP Badan vs PPN



15

Jawaban
Sesuai dengan:

Pasal 23 ayat 4 huruf a UU No.36 tahun 2008, Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

Contoh Kasus3:  

Biaya Bunga vs PPh Psl 23, 26, 4 ayat 2



15

Jawaban
Sesuai dengan PMK – 34/PMK.010/2017 pasal 2 bagian g disebutkan:

Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha 

pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

Contoh Kasus4:  

Pembelian Minerba vs Kewajiban PPh Pasal 22



15



15

Contoh Kasus5:  

Pengkreditan Faktur Pajak Masukan yang Faktur Pajak Keluarannya Tidak Dilaporkan di SPT Masa PPN

penjelasan dalam Pasal 16F UU PPN:

“Sesuai dengan prinsip beban 

pembayaran pajak untuk Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

adalah pada pembeli atau konsumen 

barang atau penerima jasa. Oleh karena 

itu, sudah seharusnya apabila pembeli 

atau konsumen barang dan penerima jasa 

bertanggung jawab renteng atas 

pembayaran pajak yang terutang apabila 

ternyata bahwa pajak yang terutang 

tersebut tidak dapat ditagih kepada 

penjual atau pemberi jasa dan pembeli 

atau penerima jasa tidak dapat 

menunjukkan bukti telah melakukan 

pembayaran pajak kepada penjual atau 

pemberi jasa.”



15

BERITA ACARA PELAKSANAAN PERMINTAAN PENJELASAN



1
5

Apakah setelah SP2DK dijawab dan dilakukan pembayaran (jika ada) 

masih akan diperiksa???



Tindakan Preventif

Persiapan Dokumen

Komunikasi

Pembuktian dan  
Argumentasi

Pembahasan Akhir

Langkah Hukum  
Selanjutnya

Tips Menghadapi Pemeriksaan Pajak

01

02

03

04

05

06

What We Do ?





Persiapan Dokumen

Didalam melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa akan  
mengirimkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) disertai  
dengan Surat Permintaan Data/Dokumen.
Biasanya dokumen yang diminta adalah :
1.Laporan keuangan
2.Audit report (jika ada)
3.Rekening koran perusahaan
4.Akta pendirian perusahaan
5.SPT Tahunan dan Bulanan, dan
6.Dokumen-dokumen transaksi yang terjadi selama  

masa/tahun terjadinya proses pemeriksaan pajak.
7.File softcopy yang diminta sesuai dengan permintaan  

Tim Pemeriksa Pajak

Didalam setiap melakukan penyerahan dokumen/data ke

tim pemeriksa perlu dibuatkan tanda terima agar nanti 
saat  pemeriksaan pajak telah selesai, Wajib Pajak dapat  
mengingat kembali dokumen-dokumen apa saja yang 
sudah  diberikan ke Tim Pemeriksa Pajak di KPP.
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Sinkronisasi data-data laporan keuangan dan SPT

Kelengkapan kertas kerja penyusuan SPT

Ketersediaan data-data laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal dalam bentuk soft copy

Kelengkapan bukti-bukti pendukung transaksi (invoice, kontrak, berita acara)

Kepastian validitas (formal dan material) bukti-bukti perpajakan (SSP, bukti potong, faktur pajak)

Ketersediaan hasil review kontrak dan transaksi yang terkait hubungan istimewa

Ketersediaan hasil identifikasi dan kelengkapan peraturan pajak untuk transaksi grey area

Persiapan Pemeriksaan PPh Badan





Komunikasi

Didalam proses pemeriksaan pajak, komunikasi dengan Tim
Pemeriksa sangatlah penting. Komunikasi biasanya
berhubungan dengan permintaan dokumen tambahan
yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa, komunikasi dapat
berupa

telepon, chat, email atau Wajib Pajak diminta datang
ke KPP untuk memberikan penjelasan secara lisan.







Setelah proses pemeriksaan selesai dan 
Wajib Pajak telah  menerima Surat 
Ketetapan Pajak dari pihak KPP, maka 
upaya  hukum selanjutnya yang dapat 
dilakukan oleh Wajib Pajak  adalah 
melakukan proses Keberatan Pajak.

Surat Keberatan Pajak dapat dibuat paling 
lambat 3 bulan sejak  Surat Ketetapan 
Pajak diterima oleh Wajib Pajak dan  
disampaikan ke pihak KPP tempat Wajib 
Pajak terdaftar.

Langkah Hukum
Selanjutnya
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Manajemen Pajak?

Umumnya manajemen pajak merujuk pada 
proses merekayasa usaha dan transaksi wajib 

pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah 
minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan 

perpajakan



Optimalisasi
Return

Peningkatan
Kinerja

Sustainability
Business

Minimalisasi
Pajak Terutang

Minimalisasi
Denda Pajak

Optimalisasi
Laba

Tujuan



Fungsi Manajemen

1. Planning

2. Organizing

3. Actuating

4. Controlling



1. Planning

Pelaporan

Filling NPWP / PKP
SKB / Pengurangan 

Cicilan

Penyetoran

Pengakuan Cashflow Filling

Penghitungan

DPP Beda Waktu

…
..

…
..

…
..



2. Organizing
…

..

…
..

…
..

Director

Tax
Team

Others
Departement

Tax
Consultant



3. Actuating 

Lapor Konsultasi Sengketa

Training/Course Hitung Setor



4. Controlling

Reconciliation Equalization Maping



HOW 
is the BEST 
STRATEGIC?

Dalam menjalankan Manajemen Pajak dengan 4 
fungsi manajemen yang ada, strategi terbaik 
adalah:

Jalankan 4 fungsi dengan baik, Planning, 
Organizing, Actuanting, dan Controlling

Update aturan yang berhubungan dengan 
proses bisnis

Cerdas Komunikatif: Internal & External

Filling yang lengkap & mudah ditelusuri

Manajemen Hati & Fikiran

…..

…..

…..



HOW 
is the BEST 
STRATEGIC?

Strategi dengan Menjalankan 4 
Fungsi Manajemen:

Perencanaan Pajak sebelum transaksi berlangsung:
• Dokumen Pendukung
• Jumlah Transaksi & Pengakuan di Buku
• Pajak Terutang & Pengakuan di Buku / SPT
• Waktu Pengenaan Pajak
• PIC: tax team & other departement

Perencanaan Pajak saat & sesudah transaksi berlangsung:
• Rekonsiliasi Utang Pajak
• Maping
• Rekonsiliasi Fiskal
• Ekualisasi 21 Vs Biaya Pegawai
• Ekualisasi 22 Vs Pembelian Impor & Penjualan Instansi, dll
• Ekualisasi 23 Vs Biaya Jasa & Sewa
• Ekualisasi PPh 4-2 Vs Biaya Sewa, Konstruksi, dll
• Ekualisasi PPN Keluaran vs Sales/Revenue
• Ekualisasi PPN Masukan Vs Purchase / Biaya Jasa
• Ekualisasi Prepaid Vs Revenue / Impor



Pembayaran Pajak
& Dokumen

Penyampaian SPT
& Lampirannya

Potput: Tarif, BP,
Tanggal

Daftar NPWP & Syarat Pengukuhan PKP
& Syarat

Pembukuan/Pencatatan
sesuai PSAK

Strategi Formal

Strategi dalam melaksanakan prosedur perpajakan sesuai 
aturan/tidak melanggar aturan



Pelaporan Pajak
Terutang

Pengakuan
Transaksi Bisnis

Penghitungan
Pajak Terutang

Penyetoran
Pajak Terutang

Strategi Material

Strategi dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang



Tax 
Saving

Tax Avoidance

Strategi Alternatif

Strategi pajak dengan mencari cara lain/alternatif tanpa 
menyalahi aturan pajak

Penundaaan
Pembayaran Pajak

Optimalisasi
Kredit Pajak

Menghindari
Lebih Bayar

Menghindari
Pelanggaran Aturan



TERIMA

KASIH
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